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Latar Belakang
Indonesia sebagai salah satu negara yang paling rawan terjadi bencana yang menghadapi sekitar 3.000 – 4.000 kejadian bencana setiap tahunnya. Dengan adanya perubahan iklim, degradasi lingkungan, pembangunan di berbagai wilayah, dan penerapan tata kota yang belum optimal, menyebabkan kejadian bencana terus meningkat, semakin meluas dampaknya, semakin sulit diprediksi, dan semakin kompleks penanganannya. 

Situasi bencana menyebabkan kelompok tertentu menjadi semakin rentan dan tidak terjamin perlindungannya. Berbagai dampak negatif dan kerentanan dapat dialami oleh kelompok kelompok tersebut. Dalam konteks aksi kemanusiaan dan pembangunan, penting untuk memastikan staf terlindungi dan intervensi yang dilakukan tidak membahayakan masyarakat lokal atau komunitas terdampak. Perlindungan Ini termasuk perlindungan dari eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual (PEKS-PS) terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, atau anak laki-laki. Oleh karena itu, penting bagi para aktor pembangunan dan kemanusiaan untuk bekerja sama dalam memberantas segala bentuk pelanggaran seksual dengan merefleksikan baik secara internal pada budaya organisasi maupun hubungan eksternal dengan masyarakat yang mereka layani. Perlu dibangun dialog yang menekankan bahwa perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (PEKS-PS) adalah tanggung jawab kolektif. Hal ini dapat dicapai melalui teciptanya budaya kesadaran, mekanisme, regulasi, serta komitmen masing-masing pemangku kepentingan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bekerjasama dengan PSEAH Network Indonesia dan berkolaborasi bersama UNFPA, CRS Indonesia, Oxfam di Indonesia, PREDIKT, UN AIDS, UN OCHA, Save the Children, dan ASB akan menyelenggarakan lokakarya untuk membangun dialog antar pemangku kepentingan terkait peningkatan kesadaran, pembelajaran, praktik baik, dan rekomendasi kedepannya khususnya untuk perlindungan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam aksi kemanusiaan.

Tujuan
Tujuan diselenggarakan lokakarya ini adalah untuk:
1. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi para aktor kemanusiaan mengenai perlindungan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual
2. Mendokumentasikan pandangan, tantangan, dan pengalaman para aktor kemanusiaan dalam perlindungan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual
3. Memfasilitasi para aktor kemanusiaan untuk merumuskan strategi dan mekanisme penanganan perlindungan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual



Hasil yang Diharapkan
Keluaran dari kegiatan ini antara lain:
1. Paparan para narasumber
2. Laporan lokakarya, termasuk notulensi diskusi
3. Roadmap rencana aksi pemangku kepentingan

Panelis Lokakarya
Adapun para panelis yang terlibat dalam lokakarya ini antara lain:
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
3. PSEA Coordinator
4. UNFPA
5. Palang Merah Indonesia (PMI)
6. Humanitarian Forum Indonesia (HFI)
7. Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI)
8. Rumah Zakat
9. Oxfam di Indonesia
10. CRS Indonesia

Agenda
Hari/Tanggal	: Kamis, 01 Desember 2022
Waktu		: 09:00 – 15:00 WIB
Tempat	: Hotel Aone, Jakarta
Metode	: Luring

	Waktu (WIB)
	Deskripsi Kegiatan
	PIC

	08.30 – 09.00
	Registrasi
	

	09:00 – 09:20
	Sambutan
	Dr. Lilik Kurniawan, Sekretaris Utama, BNPB

	09:20 – 09:40 
	Pembukaan
	Dr. Avianto Amri, Ketua Umum MPBI

	09:40 – 10:10 
	Perkenalan Peserta
	Fasilitator

	10:10 – 10:30 
	Paparan Kunci
	Valentina Ginting, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA

	10:30 – 10:50 
	Perkenalan mengenai PSEAH Network
	Ninik Nurjanah, PSEA Network

	10:50 – 11:45 
	Talkshow
	Panelis: PMI, HFI, APKI, HI
Moderator: MPBI

	11:45 – 12:00 
	Diskusi dan Tanya Jawab
	Moderator: UNFPA, MPBI

	12:00 – 13:00 
	ISHOMA
	

	13:00 – 14:30 
	Penyusunan Peta Jalan
	Fasilitator: CRS Indonesia, Oxfam, UNFPA, UN OCHA

	14:30 – 14:55 
	Pleno
	

	14:55 – 15:00 
	Penutup
	UN Women/PSEA Network










Peserta Lokakarya
Institusi Pemerintah
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
3. Kementerian Sosial 
4. Kementerian Kesehatan
5. BPBD Provinsi DKI Jakarta

Lembaga Internasional 
 

6. 
7. UN Residents Coordinator Office
8. UN Women
9. UN OCHA
10. UNFPA
11. UNDP
12. UNICEF
13. UN AIDS
14. UNHCR
15. IOM
16. WFP
17. WHO
18. IFRC


LSM 
19. 
20. Save the Children
21. Yayasan Care Peduli
22. Yayasan Pulih
23. Dompet Dhuafa
24. Oxfam di Indonesia 
25. CRS Indonesia
26. SurfAid
27. Childfund International
28. Islamic Relief Indonesia
29. SOS Children Villages
30. YAKKUM Emergency Unit
31. Caritas Indonesia (KARINA-KWI)
32. Wahana Visi Indonesia
33. Church World Service Indonesia
34. Rebana Indonesia
35. Rumah Zakat
36. LPBI NU
37. MDMC
38. BAZNAS Tanggap Bencana
39. ADRA Indonesia
40. Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia
41. Human Initiative
42. ASB
43. CBM
44. Yayasan Plan International Indonesia
45. Yayasan RedR Indonesia










Jejaring dan Institusi Lainnya
1. DuitHape
2. KADIN-CBi
3. Pengurus dan Anggota Forum PRB DKI Jakarta 
4. Sekretariat dan Anggota Humanitarian Forum Indonesia 
5. Tim Pendukung dan Anggota Klaster dan Sub Klaster Nasional Penanggulangan Bencana 
6. Anggota Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
7. Anggota jejaring PSEAH Network
8. Pengurus dan Anggota Platform Nasional Pengurangan Risiko Benca

Pertanyaan Panduan Lokakaya

	BNPB
	1. Bagaimana situasi risiko bencana di Indonesia saat ini dan di masa depan? 
2. Bagaimana perspektif BNPB terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam konteks kemanusiaan di Indonesia? 
3. Bagaimana BNPB menangani keluhan/aduan dari masyarakat terdampak? Adakah mekanisme pelaporan terkait PEKS-KS?
4. Tantangan apa saja yang dihadapi terkait penanggulangan bencana di Indonesia secara umum dan spesifik terkait PEKS-PS? Sumber daya yang sudah tersedia dan dukungan apa yang dibutuhkan untuk PEKS-PS dari perspektif BNPB?
5. Program, inisiatif, dan regulasi apa saja yang dimiliki BNPB terkait PEKS-KS? Rekomendasi kedepan? 

	KPPPA
	1. Seperti apa situasi PEKS-PS di Indonesia? Bagaimana dengan konteks kemanusiaan, misalnya saat darurat bencana? 
2. Bagaimana KemenPPPA menangani keluhan/aduan dari masyarakat terdampak? Adakah mekanisme pelaporan terkait PEKS-KS?
3. Langkah-langkah  apa yang telah dilakukan Kemen PPPA terkait PEKS-PS, khususnya untuk konteks kemanusiaan? Apakah sudah ada regulasi? Apakah kebijakan, regulasi, peraturan, perangkat, dan SDM yang ada sudah cukup? 
4. Dari perspektif pemerintah, tantangan apa saja yang masih dihadapi? 
5. Usulan untuk langkah kedepan? 

	PMI, HFI, APKI, MDMC

	1. Apa saja pengalaman dan pembelajaran yang sudah didapat? 
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan terkait PEKS-PS?
3. Tantangan apa saja yang sering terjadi? 
4. Rekomendasi kedepan? 

	Penyusunan Peta Jalan
	1. Visi apa yang diharapkan untuk PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan di Indonesia? 
2. Apa saja masalah, kesenjangan, dan tantangan yang masih terjadi? 
3. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapai visi dan mengatasi masalah yang ada? Siapa yang perlu terlibat? Mana yang sebaiknya lebih dulu dilakukan? 
a. Untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran atau komitmen PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan
b. Untuk Pencegahan dan Mitigasi PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan
c. Untuk Pelaporan PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan
d. Untuk Penanganan PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan












PEMBUKAAN MPBI
Disampaikan oleh dr. Avianto Amri, Ketua Umum MPBI 
· Indonesia dipengaruhi faktor geografis, sosio-ekonomi, politis, menjadikannya salah satu negara yang paling rawan bencana. Kejadian bencana terjadi di kisaran 3,000 hingga 4,500 kejadian setiap tahunnya. Tahun lalu saja mencapai rekor lebih dari 5,000 kejadian. Angka ini diperkirakan akan terus dengan pengaruh perubahan iklim, degradasi lingkungan, urbanisasi, serta pola tata guna lahan yang masih belum berperspektif risiko bencana. 
· Semakin tingginya kejadian bencana juga mengindikasikan semakin banyak pula organisasi yang bergerak di sektor kemanusiaan. Organisasi-organisasi baru ini ada yang memang dibentuk karena misi kemanusiaan, namun banyak pula organisasi yang “terpaksa” menjalankan kegiatan kemanusiaan karena wilayah kerja mereka terdampak. 
· Hal ini juga berarti semakin banyak pekerja dan relawan kemanusiaan pada lokasi bencana. Di gempa Cianjur saat ini, ada lebih dari 600 lembaga dan 7,000 pekerja dan relawan kemanusiaan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Organisasi baru, pekerja dan relawan kemanusiaan baru ini kami lihat juga banyak yang belum mengenal standar-standar, prinsip-prinsip, norma-norma kemanusiaan serta kompetensi teknis dasar yang semestinya ada di setiap orang yang bekerja di sektor kemanusiaan.  
· Salah satu contohnya adalah yang dianggap sebagai lelucon atau joke di sebuah group chat namun sebenarnya hal ini sudah melanggar prinsip-prinsip terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Group chat ini berisi lebih dari 700 pengguna, salah satu Whatsapp Group yang terbesar yang pernah DIamati. Hal ini sangat mungkin merupakan sebuah gunung es dimana kejadian-kejadian serupa lainnya ada di ratusan atau bahkan ribuan group chat yang berkaitan dengan penanganan bencana untuk Gempa Cianjur. 
· Tidak hanya di internal relawan dan pekerja kemanusiaan, kondisi di masa darurat bencana juga bisa mendorong terjadinya kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, seperti di sektor air bersih dan sanitasi yang dilaporkan melalui Whatsapp Group. 
· Oleh karena itu,  MPBI merasa senang bisa menyelenggarakan Lokakarya ini, di tengah keterbatasan dan tantangan yang ada. Harapannya ini menjadi pertemuan awal yang kemudian mendorong kolaborasi bersama, membangun dialog, menyamakan persepsi, dan menyatukan langkah agar kita bisa mengantisipasi segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam aksi kemanusiaan. Bencana di Indonesia bukanlah persoalan apakah akan terjadi bencana berikutnya, namun adalah persoalan kapan terjadinya bencana berikutnya. 
· Dipahami bahwa sektor kemanusiaan perlu banyak belajar dari sektor-sektor lainnya terkait topik ini. Semoga sektor kemanusiaan di Indonesia bisa mengejar ketinggalan dan menjadi champion untuk PEPS-KS tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. 
· MPBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNPB dan KPPPA, Kementerian Sosial, Kemenko PMK, dan BPBD DKI Jakarta atas kolaborasinya, seluruh mitra pendukung bekerjasama dengan PSEAH Network Indonesia dan berkolaborasi bersama UNFPA, CRS Indonesia, Oxfam di Indonesia, PREDIKT, UN AIDS, UN OCHA, Save the Children, dan ASB serta dukungan pendanaan dari ICVA, dan juga seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 


Perkenalan Mengenai PSEAH Network
Disampaikan oleh Ninik nurjanah, UN Women & PSEAH Network 
· Pada tahun 2018 setelah gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, sebagai bentuk kesadaran kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mekanisme bersama untuk memfasilitasi pelaksanaan mekanisme untuk mendukung masyarakat berisiko dan [terdampak], dan untuk mempromosikan akuntabilitas, pada saat itu dibentuk Gugus Tugas PSEA Antar Lembaga yang terdiri dari anggota UNCT dan HCT, diketuai oleh UN Women dan UNFPA. Selama periode ini, setidaknya 380 aktor kemanusiaan (282 perempuan, 98 laki-laki) dilatih tentang PSEA, kode etik ditandatangani oleh semua anggota HCT, dan Prosedur Operasi Standar (SOP) antar-lembaga yang merinci mekanisme rujukan PEKS disusun untuk memastikan rujukan yang tepat dan bantuan korban.
· Pada tahun 2021, berangkat dari pengalaman ini, dan sebagai pengakuan atas akar penyebab PEKS dan pelecehan seksual - yaitu, relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender - dan kebutuhan bersama para korban segala bentuk pelanggaran seksual, UNRC mendorong adanya struktur nasional khusus dan koordinasi yang berfokus pada PEKS, dengan strategi yang jelas dan rencana aksi tahunan yang akan dipimpin oleh Koordinator yang baru diangkat dan Ketua Inter-Agency task force sebelumnya yang akan membentuk sebuah memperluas jaringan nasional Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual ('PSEAH Network’ selanjutnya) untuk meneruskan Rencana Kerja PEKS tahunan. Diakui bahwa penerima bantuan pembangunan, bantuan, dan berbagai layanan lainnya, dan staf dalam organisasi dan lembaga masing-masing harus diberikan perlindungan dari PEKS. PSEAH Network kemudian diperluas menjadi organisasi jejaring nasional dengan melibatkan banyak anggota perwakilan lembaga kemanusiaan.
· PSEAH Network: terdiri lebih dari 38 lembaga dari lembaga PBB, Palang Merah, INGO, NGO, CSO. Sudah terdapat ToR yang berisi struktur keanggotaan, serta peran, serta rencana kerja yang terukur. 
· Prioritas rencana kerja 2022-23: membangun mekanisme koordinasi dalam negeri untuk program PEASH, melakukan kajian PSEAH gabungan, membuat mekanisme pelaporan lintas lembaga, memastikan setiap korban anak dan dewasa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 

IASC Core Principles:
1. Kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pekerja kemanusiaan merupakan tindakan pelangaran keras dan karena itu mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
2. Kegiatan seksual yang dilakukan dengan anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun) dilarang dengan tidak memandang usia batas seorang anak menjadi dewasa atau usia yang disetujui di tempat tersebut. Keyakinan yang keliru mengenai usia seorang anak bukan merupakan suatu pembelaan.
3. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk seks, termasuk pemberian yang bersifat seksual atau bentuk-bentuk lain yang mempermalukan, merendahkan atau perilaku eksploitatif dilarang untuk dilakukan. Hal ini mencakup pertukaran bantuan yang diberikan pada penerima manfaat.
4. Hubungan seksual apapun antara mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan dengan seseorang yang menerima manfaat dari bantuan kemanusiaan dan perlindungan tersebut yang melibatkan penyalahgunaan pangkat atau kedudukan dilarang untuk dilakukan. Hubungan semacam itu merusak kredibilitas dan integritas dari kegiatan bantuan kemanusiaan.
5. Ketika seorang pekerja bantuan kemanusiaan mempunyai keprihatinan atau kecurigaan mengenai kekerasan seksual atau eksplotasi yang dilakukan rekan kerjanya, baik di organisasi yang sama atau bukan, dia harus melaporkan keprihatinan tersebut melalui mekanisme pelaporan organisasi yang telah ditetapkan.
6. Pekerja bantuan kemanusiaan diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual dan mempromosikan implementasi Kode Perilaku. Manajer di semua tingkat mempunyai tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang memelihara lingkungan seperti ini.

Paparan Kunci
Disampaikan oleh Ibu Valentina Ginting, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, KPPPA
· Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana, seperti di cianjur sudah diketahui bahwa ada lokasi-lokasi yang tidak layak atau aman untuk menjadi tempat hunian. Walaupun sudah menyadari risiko-risiko ini, namun sayangnya tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Oleh karena itu proses mitigasi harus siap. Jika sudah disadari ada risiko-risiko tertentu. Misalkan wilayah rawan gempa, maka bangunan-bangunan dan hunian yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan ancaman yang ada. 
· Komitmen perlindungan perempuan dan anak dalam kebencanaan sudah terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi, mulai dari ratifikasi UU No. 4 tahun 1984 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kemudian diadopsinya Sendai Framework for DRR yang terlihat juga dari pelaksanaan GPDRR, hingga menjadi UU No.24 tahun 2007, Perka BNPB No. 13 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsif gender, kemudian Permensos 26/2015 dan Permen PPPA No.13/2020 yang membahas mengenai perlindungan perempuan dan anak dari KBG dalam bencana. 
· Koordinasi dalam kebencanaan setelah kita memiliki payung hukum dan regulasi-regulasi tersebut. Koordinasi ini adalah hal yang mudah diucapkan namun sulit dilakukan di lapangan. Baik masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, semua memiliki peran masing-masing yang dikoordinasi oleh pemerintah. Namun persiapannya yang harus perhatikan. Pada konteks cianjur, KPPPA turun H+1 kejadian bencana dan bekerja sama bersama BNPB untuk melakukan pendataan. Pada H+3 KPPPA sudah bisa mendapatkan data terpilah, berdasarkan usia, kerentanan, dan kebutuhan. Ini merupakan praktik baik yang harapannya bisa terus dilakukan. 
· Kelompok pelaku usaha juga dilibatkan dalam memberikan bantuan spesifikk perempuan dan anak.
· Akademisi juga ikut dilibatkan memberikan dukungan psikososial  
· Dalam penanggulangan bencana sudah ada sistem klaster yang berjalan. Perlu dipastikan bagaimana mulai dari klaster pencarian dan pertolongan hingga perlindungan dan pengungsian bisa bergerak bersama-sama. Mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga tanggap darurat. KPPPA dalam hal ini terlibat dalam sub klaster pencegahan dan penanganan KBG dan pemberdayaan perempuan, tidak hanya melakukan pendataan, tapi juga diberi mandat untuk melakukan pendampingan. Didirikan pos perempuan dan anak dalam melakukan distribusi bantuan kepada perempuan dan anak.
· Sejauh ini sudah ada beberapa laporan yang diterima, baik perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan fisik. Bahkan korban juga menjadi korban eksploitasi. Ini lah yang harus menjadi perhatian semua lapisan. Salah satu kasus di salah satu desa, disebabkan oleh karena tidak adanya toilet yang aman. Dimana terdapat laporan perempuan dan anak-anak yang diintip ketika sedang menggunakan fasilitas MCK.
· Banyak hoaks mengenai adopsi anak dalam kondisi dimana anak kehilangan orang tua.
· Pendirian pos pencegahan dan penanganan KBG dikoordinasi oleh KPPPA. Dengan UNFPA sebagai tim pendukung.  
· Penyusunan IEC materials mengenai mekanisme pelaporan kasus KBG dan sosialisasi secara reguler bagi perangkat daerah. 
· Tujuan sub klaster pencegahan dan penanganan KBG dan pemberdayaan perempuan: pemetaan dan pelibatan lembaga-lembaga, mekanisme koordinasi secara rutin serta peningkatan kapasitas, pengarusutamaan pencegahan dan penanganan kBG, ketersediaan dan pelaksanaan peraturang dan kebijakan, memastikan ketersediaan dan pelaksanaan standar nasional berkaitan dengan PPPA-KBG.

TALKSHOW
Panelis: PMI, HFI, APKI, HI
Moderator: MPBI
	Apa saja pengalaman dan pembelajaran yang sudah didapat? 
	· HFI: karena sifat anggotanya beragam, terdapat 19 lembaga yang tergabung. Ada yang berbasis massa, ada yang berbasis agama. Ketika ada pelaporan masing-masing lembaga sudah punya mekanisme sendiri-sendiri. Ada yang diteruskan kepada biro anak dan perempuan. Atau sekertaris gender dan perempuan. Bagi lembaga yang berbasis yayasan biasanya memiliki mekanisme sendiri, biasanya diselesaikan secara internal. Namun sejauh ini belum ada laporan.
· HI: HI sudah memiliki 13 cabang di Indonesia. Sudah mengenal PSEAH sejak 2019. Pada awal dikenalkan ada kecurigaan, namun pada akhirnya paham dan mulai diadopsi. 
· PMI: dimulai dari gender mainstreaming, kemudian ke perlindungan gender dan inklusi, dimana PSEAH menjadi bagian di dalamnya
· AP-KI: PSEAH merupakan salah satu tools untuk menegakkan integritas bagi para pelaku kemanusiaan. Hal ini sudah disosialisasikan sejak respon Palu.

	Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan terkait PEKS-PS?
	· HFI: komunikasi kepada lembaga anggota dan memastikan relawan di lapangan paham isu PEKS
· HFI: Lembaga-lembaga yang berbasis internasional biasanya sudah memiliki kebijakan. Namun ada beberapa anggota lembaga di daerah yang baru mendevelop kebijakan.
· HI: Sudah ada kode etik dan sphere dan PSEAH. Dalam penerapan kebijakan PSEAH terjadi kasus, lalu diambil lessons learned dari kasus tersebut. Kemudian dikembangkan kebijakan perlindungan anak, dan safety-security.
· PMI: sudah ada penciptaan lingkungan aman sebagai bentuk mainstreaming budaya pencegahan terhadap kekerasan yang berlaku bagi seluruh jenjang disertai dengan mekanisme pelaporan. 
· PMI: pelatihan kompetensi diberikan kepada relawan menyisipkan mengenai PGI dan penciptaan lingkungan yang aman. Pelatihan kemudian dikembangkan menjadi online. Ini menjadi pondasi bagaimana menjadi relawan yang berkarakter. Pelatihan ini diberikan sebelum turun terjadi bencana. 
· PMI: Daftar tilik apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh relawan

	Tantangan apa saja yang sering terjadi? 
	· HFI: hambatan bahasa dalam melakukan sosialisasi. Contohnya di Cianjur, sosialisasi yang dilakukan harus diterjemahkan menjadi bahasa sunda. 
· HFI: Tantangan lainnya adalah rotasi staff.
· HI: sosialisasi ke relawan. Perlu manajemen relawan yang baik. Untuk memastikan mereka tidak menjadi pelaku maupun korban. 
· AP-KI: kultur yang masih mendominasi, masih ada keengganan untuk melapor karena masih ada anggapan itu urusan orang lain dan stigma. 
· AP-KI: relasi kuasa antara masyarakat terdampak dan pekerja kemanusiaan
· AP-KI: Budaya ‘jajan’ atau menggunakan jasa prostitusi di indonesia yang dianggap wajar
· AP-KI: perlu dipikirkan mekanisme yang aman bagi korban untuk melapor. Atau bisa jadi korban tidak merasa bahwa dirinya korban. Misal pemberi jasa seks, ia tidak merasa dieksploitasi ketika diberi imbalan untuk ditukar dengan seks. 

	Rekomendasi kedepan?
	· HFI: kedepannya perlu mekanisme bersama untuk mengakomodir semua lembaga anggota. Karena ada yang belum punya mekanisme pelaporan dan penanganan.
· PMI: Evaluasi peta jalan untuk menciptakan perlindungan gender dan inklusi, termasuk PSEAH di dalamnya.
· AP-KI: untuk mengurangi keengganan dalam pelaporan, maka perlu penyadaran mengenai integritas dan perlindungan komunitas terdampak serta pekerja kemanusiaan. 
· AP-KI: perlu mengkaji kembali efektivitas dari mekanisme pelaporan yang ada

	
	· 

	
	· 









HASIL PLENO
1. Visi apa yang diharapkan untuk PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan di Indonesia? 
2. Apa saja masalah, kesenjangan, dan tantangan yang masih terjadi? 
3. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapai visi dan mengatasi masalah yang ada? Siapa yang perlu terlibat? Mana yang sebaiknya lebih dulu dilakukan? 
a. Untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran atau komitmen PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan
b. Untuk Pencegahan dan Mitigasi PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan
c. Untuk Pelaporan PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan
d. Untuk Penanganan PEKS-PS dalam aksi kemanusiaan

	Visi
	· Menjaga integritas pekerja kemanusiaan
· Terlindunginya komunitas terdampak

	Regulasi
	· UU TPKS Permendikbud dan Permenag
· PermenPPPA 30 Perlindungan Perempuan dan Anak dari KBG dalam Situasi Bencana
· Perka BNPB 13 & 14

	Masalah
	· Adanya pekerja kemanusiaan yang melanggar PEKS-PS
· Enggan untuk melaporkan karena tidak pahamnya regulasi atau adanya faktor-faktor yang menghambat
· Belum tersosialisasinya PEKS dengan baik kepada aktor kemanusiaan

	Langkah-langkah
	· Terbentuknya network antar lembaga
· Perka BNPB mengenai PEKS
· Adanya pembagian peran dalam jejaring
· Penyusunan kode etik pekerja kemanusiaan
· Sosialisasi kebijakan PEKS kepada aktor kemanusiaan yang mudah dipahami
· Mekanisme procurement dan recruitment
· Penyusunan komite/focal point GO/NGO
· Digitalisasi sistem pelaporan PSEAH
· Penyiapan untuk layanan bagi korban (4 pilar: psikologis, medis, keamanan, kesehatan)
· Pemetaan layanan di berbagai lembaga
· Penyia[an sistem layanan terintegrasi/terpadu
· Mekanisme laporan berbasis komunitas yang inklusif dan aksesibel
· Penguatan korban/keluarga/komunitas
· Penyiapan pendamping terlatih
· Pelatihan berjenjang di semua lembaga:bagi level strategis dan operasional
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